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 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _bookmark14]Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 [bookmark: _bookmark15]Teori Perilaku Konsumen
Teori Perilaku Konsumen ialah suatu pendekatan dalam ilmu ekonomi dan pemasaran yang menjelaskan bagaimana seseorang ataupun kelompok memutuskan untuk memperoleh, menggunakan, dan membuang barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya (Kotler & Keller, 2016). Perilaku ini terpengaruh oleh berbagai faktor, baik internal (motivasi, persepsi, pengetahuan, dan sikap) maupun eksternal (harga, promosi, lingkungan sosial) serta kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perpajakan.
Dalam konteks digital modern, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas layanan digital seperti layanan streaming berbayar, tetapi juga menilai aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, literasi pajak digital menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan konsumsi. Literasi pajak digital mencerminkan tingkat pemahaman seseorang terhadap kewajiban pajak dalam transaksi digital, termasuk pemahaman bahwa layanan seperti Netflix, Spotify, atau YouTube Premium dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan regulasi pemerintah. Secara teoritis, pemahaman tersebut memengaruhi persepsi nilai konsumen terhadap suatu layanan. Teori nilai yang dirasakan (perceived value theory) sebagaimana dikemukakan oleh Zeithaml (1988) menyatakan bahwa konsumen akan mengevaluasi manfaat relatif dari produk dibandingkan biaya yang dikeluarkannya. Maka, konsumen yang
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memiliki literasi pajak digital yang tinggi akan menilai bahwa layanan streaming legal dan dikenakan pajak memiliki nilai yang lebih tinggi karena sesuai hukum dan berkontribusi pada negara. Sebaliknya, konsumen dengan literasi pajak yang rendah mungkin lebih terfokus pada harga yang murah, tanpa mempertimbangkan legalitas atau kewajiban pajaknya.
Dalam penelitian ini, literasi pajak digital diasumsikan sebagai salah satu faktor kognitif yang memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa dan pengguna fintech dalam memilih layanan streaming berbayar. Mahasiswa yang memahami pentingnya membayar pajak akan cenderung memilih layanan resmi, meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan layanan ilegal yang tidak dikenai pajak.
2.1.2 [bookmark: _bookmark16]Teori Planned Behavior
Teori Planned Behavior ialah studi mengenai bagaimana seseorang, ataupun organisasi memilih, membeli, memanfaatkan, serta menyingkirkan produk, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk mencukupi kebutuhannya (Schiffman & Kanuk, 2010). Perilaku ini terpengaruh oleh kombinasi faktor internal (motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian) dan eksternal (budaya, kelas sosial, keluarga, dan pengaruh kelompok). Kotler dan Keller (2016) menambahkan bahwa keputusan pelanggan tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses lima tahap: (1) mengidentifikasi permasalahan, (2) mengumpulkan informasi, (3) mempertimbangkan pilihan, (4) melakukan pembelian, dan (5) perilaku setelah pembelian. Keputusan ini juga sangat dipengaruhi oleh persepsi nilai atau perceived value, yaitu sejauh mana konsumen merasa manfaat yang diterimanya dari sebuah produk ataupun jasa sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Dalam konteks
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layanan digital seperti layanan streaming berbayar, konsumen tidak hanya menilai faktor harga dan kualitas konten, namun juga aspek legalitas, kemudahan akses, serta dampak sosial dan hukum, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan digital. Konsumen yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai kewajiban pajak digital cenderung mempertimbangkan legalitas platform sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan konsumsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) menyebutkan bahwa perilaku konsumen ialah hasil dari proses kognitif dan efektif yang kompleks, yang tidak hanya mengandalkan kebutuhan fungsional, namun juga terpengaruh dari sikap, norma sosial, dan informasi yang diperoleh individu.
Dalam penelitian ini, literasi pajak digital diposisikan sebagai salah satu determinan perilaku konsumsi yang berperan dalam membentuk preferensi terhadap layanan streaming yang sah dan dikenai pajak. Konsumen digital, khususnya mahasiswa dan pengguna fintech, yang memiliki tingkat literasi pajak digital yang tinggi akan lebih sadar terhadap dampak pajak digital dan lebih mungkin memilih layanan yang sesuai dengan regulasi perpajakan. Dengan kata lain, perilaku konsumen dalam memilih layanan streaming berbayar tidak hanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh hiburan, namun juga pemahaman mereka terhadap tanggung jawab sosial sebagai warga negara, yaitu dengan menggunakan layanan yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak digital.
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2.1.3 [bookmark: _bookmark17]Literasi Pajak Digital
Literasi pajak merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan individu dalam memahami sistem perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta kemampuan untuk memilih keputusan yang sesuai terkait kewajiban perpajakan. Literasi pajak mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran), dan konatif (perilaku) dalam berinteraksi dengan sistem pajak (Susanti & Maharani, 2020; Setiawan, 2021). Individu dengan literasi pajak yang baik mampu mengenali jenis pajak, menghitung kewajiban pajaknya secara benar, serta melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam kepatuhan pajak atau bahkan mendorong penghindaran pajak yang merugikan negara.
Secara teoritis, konsep literasi pajak digital dapat dijelaskan melalui Teori Literasi Keuangan yang dikembangkan oleh Huston (2010). Teori ini menjelaskan bahwa literasi keuangan meliputi dua komponen penting, yakni pengetahuan finansial dan kemampuan untuk menerapkannya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Dalam konteks perpajakan modern, teori ini diadaptasi menjadi literasi pajak digital yang mencakup pemahaman perpajakan serta pemanfaatan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan akurat.
Pajak digital adalah bentuk pungutan negara atas transaksi ekonomi yang dilakukan melalui platform digital, baik dalam skala nasional maupun lintas negara. Pajak ini mencakup aktivitas seperti perdagangan elektronik (e-commerce),
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penyediaan jasa digital (seperti layanan streaming, cloud computing, dan aplikasi), serta iklan digital (Kusumawardani & Widodo, 2021; Oktavia & Yusro, 2022).
Pengenaan pajak digital muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi digital yang pesat, di mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan di suatu negara tanpa kehadiran fisik (physical presence). Oleh karena itu, pajak digital bertujuan menciptakan keadilan fiskal dan memastikan bahwa pelaku ekonomi digital ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Pajak Digital merujuk pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas transaksi digital yang terjadi di dunia maya, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan digital yang berasal dari luar negeri, seperti Netflix, Spotify, Disney+, Vidio dan YouTube Premium Seiring dengan perkembangan pesatnya transaksi digital, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan kebijakan pajak digital untuk memastikan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha digital dan pelaku usaha konvensional.
Literasi pajak digital adalah kemampuan individu dalam memahami, mengelola, serta mematuhi kewajiban perpajakan yang timbul dari aktivitas ekonomi berbasis digital. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, seperti transaksi e-commerce, layanan streaming, dan platform digital lainnya, literasi pajak digital menjadi sangat krusial. Hal ini penting agar masyarakat, khususnya pengguna dan pelaku usaha digital, dapat memahami kewajiban pajak yang harus dipenuhi dan mekanisme pelaporannya secara tepat dan efisien (Putri & Santoso, 2023; Mbithi & Yiega, 2019).
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Seiring transformasi digital ekonomi, penerapan pajak digital menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam memperluas basis pajak dan menjaga keadilan fiskal. Oleh sebab itu, peningkatan literasi pajak digital dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan (International Journal of Multidisciplinary Research and Studies, 2025).
Pada dasarnya, literasi pajak digital terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Pengetahuan Pajak Digital : Pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang diterapkan pada transaksi digital, seperti PPN atas layanan streaming luar negeri, serta bagaimana pajak tersebut dihitung dan diterapkan pada harga langganan.
2. Sikap terhadap Pajak Digital : seberapa jauh individu memiliki sikap positif ataupun negatif pada kewajiban pajak digital yang dikenakan pada layanan yang mereka gunakan. Sikap ini akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk tetap berlangganan atau menghentikan penggunaan layanan tersebut.
3. Kepatuhan Pajak : Kemampuan dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik yang bersifat sadar maupun terpaksa, terutama dalam konteks pajak digital yang seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen.
Pada dasarnya, literasi pajak digital mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih layanan streaming berbayar. Konsumen yang memiliki literasi pajak digital yang baik akan lebih cenderung memahami kewajiban pajak yang
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berlaku dan dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan pemilihan layanan yang mereka gunakan. Sebaliknya, konsumen yang tidak memiliki literasi pajak digital yang memadai mungkin akan kurang peduli terhadap aspek pajak dan memilih layanan berdasarkan faktor lain seperti harga dan kualitas tanpa mempertimbangkan dampak pajak.
2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Pajak Digital
Literasi pajak digital seseorang dapat dipengaruhi dari sejumlah faktor yang membentuk pemahaman dan sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan dalam dunia digital. Sejumlah faktor yang mempengaruhi literasi pajak digital diantaranya :
1. Tingkat Pendidikan

Seseorang memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep pajak, termasuk pajak digital. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi membuatnya mudah mencerna informasi yang lebih rumit mengenai pajak dan kewajiban perpajakan dalam transaksi digital. Selain itu, pengetahuan umum mengenai ekonomi digital dan sistem perpajakan juga menjadi faktor pendukung penting dalam literasi pajak.
2. Faktor Akses Terhadap Informasi yang Jelas dan Mudah Dijangkau Mengenai Pajak Digital juga Sangat Berpengaruh
Pemerintah dan lembaga terkait harus memberi informasi yang mudah diakses mengenai ketentuan dan kewajiban perpajakan dalam transaksi digital. Informasi yang jelas mengenai pajak yang dikenakan pada layanan
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streaming berbayar atau platform e-commerce akan membantu masyarakat memahami kewajiban mereka dan meningkatkan literasi pajak digital.
3. Pengalaman Seseorang dalam Menggunakan Layanan Digital

Pengguna yang sering terlibat dalam layanan digital lebih sering terpapar pada informasi terkait pajak yang diterapkan pada layanan tersebut. Penggunaan layanan digital yang rutin dapat memotivasi seseorang untuk memperoleh informasi lanjutan mengenai pajak yang dikenakan atas transaksi mereka.
Pada era digital ini, informasi sering kali diperoleh melalui media sosial atau interaksi dalam komunitas online. Diskusi mengenai kewajiban pajak digital di platform seperti Twitter, Instagram, atau forum-forum diskusi dapat memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang pajak digital. Pengguna yang mendapat informasi atau perspektif dari orang lain yang lebih memahami pajak digital bisa meningkatkan literasi pajak mereka. Pendidikan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi pajak digital. Pemerintah dapat menyelenggarakan kampanye, seminar, atau pelatihan mengenai pajak digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak yang berlaku dalam transaksi digital. Program edukasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan pajak dalam ekonomi digital.
1. Kompleksitas kebijakan pajak digital juga berpengaruh terhadap seberapa baik masyarakat memahami pajak yang dikenakan pada transaksi digital. Kebijakan yang rumit atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di
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kalangan konsumen, sedangkan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan memudahkan konsumen untuk mematuhi aturan yang ada. Sehingga, kebijakan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan literasi pajak digital.
2. Lingkungan sosial, termasuk keluarga dan teman, juga dapat mempengaruhi tingkat literasi pajak digital seseorang. Individu yang memiliki keluarga atau teman yang lebih memahami pajak digital cenderung akan memperoleh informasi yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, interaksi dengan orang yang lebih berpengetahuan tentang pajak digital dapat mempercepat pemahaman seseorang tentang topik ini.
Semua faktor di atas berpengaruh pada tingkat literasi pajak digital di masyarakat, yang akan memengaruhi perilaku konsumen saat memilih layanan streaming berbayar. Pemahaman yang lebih baik mengenai pajak digital akan membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan layanan digital yang dikenakan pajak.
2.1.4 [bookmark: _bookmark18]Fintech (Financial Technology)
Fintech yaitu sejenis inovasi pada sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu bentuk penerapannya adalah dalam sistem pembayaran layanan digital, seperti langganan platform streaming. Saat ini, baik kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum secara luas telah memanfaatkan
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berbagai aplikasi fintech seperti OVO, DANA, Gopay, dan ShopeePay sebagai alat transaksi dalam kegiatan konsumsi digital.
Menurut Putra (2022), tingkat literasi dan pemahaman individu terhadap mekanisme pembayaran digital memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi di era ekonomi berbasis teknologi. Hal ini juga mencakup kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan transaksi digital.
2.1.5 [bookmark: _bookmark19]Perilaku Konsumen dalam Memilih Layanan Streaming Berbayar
Perilaku konsumen ialah tindakan yang dijalankan orang ataupun organisasi untuk menemukan, membeli, memanfaatkan, menilai, dan menyingkirkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks layanan digital, seperti layanan streaming berbayar (contoh: Netflix, Spotify, Disney+, Vidio dan YouTube Premium), ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku konsumen.
Secara internal, keputusan konsumen untuk berlangganan layanan streaming dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pengetahuan, sikap, serta gaya hidup. Mahasiswa dan pengguna aktif layanan keuangan digital (fintech), sebagai bagian dari generasi digital, cenderung memiliki preferensi terhadap kemudahan akses, kualitas konten, fleksibilitas pembayaran, serta pengalaman pengguna yang baik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kecenderungan memilih layanan yang dianggap paling memenuhi ekspektasi mereka.
Di sisi lain, faktor eksternal seperti pengaruh sosial, media, harga, promosi, dan kebijakan pemerintah termasuk pajak digital juga memainkan peran penting.
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Pengenaan PPN terhadap layanan streaming luar negeri, misalnya, dapat memengaruhi persepsi harga dan nilai suatu layanan. Bagi konsumen yang sadar pajak, mereka mungkin tetap melanjutkan langganan karena memahami konteks regulasi tersebut. Namun, bagi konsumen yang belum memiliki pemahaman pajak digital yang memadai, kenaikan harga akibat pajak bisa menjadi alasan untuk beralih ke layanan lain atau menghentikan langganan.
Dengan demikian, perilaku konsumen dalam memilih layanan streaming berbayar sangat bergantung pada kombinasi antara pemahaman individu (termasuk literasi pajak digital) dan faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pembelian. Perubahan dalam regulasi digital seperti pajak, serta seberapa baik konsumen memahaminya akan sangat menentukan keberlanjutan penggunaan layanan streaming dalam jangka panjang.
2.1.6 [bookmark: _bookmark20]Hubungan  Literasi  Pajak  Digital  dengan  Pemilihan  Layanan
Streaming Berbayar
Literasi pajak digital mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku dalam transaksi digital. Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya memanfaatkan layanan digital untuk hiburan dan kebutuhan harian, namun juga perlu memahami aspek perpajakan yang menyertainya, seperti pungutan PPN atas layanan streaming berbayar.
Pemahaman yang baik mengenai pajak digital dapat memengaruhi cara konsumen menilai harga layanan. Konsumen yang sadar pajak umumnya memahami bahwa adanya peningkatan harga langganan tidak semata-mata berasal
20







dari penyedia layanan, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pajak yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih bijak dan rasional dalam memutuskan untuk tetap berlangganan atau mencari alternatif lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sebaliknya, apabila konsumen memiliki literasi pajak digital yang rendah, mereka bisa saja salah menilai komponen harga yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi keliru, seperti menganggap harga tidak transparan atau terlalu tinggi, sehingga memengaruhi keputusan mereka untuk berhenti menggunakan layanan tersebut.
Sehingga, terdapat hubungan signifikan diantara literasi pajak digital dengan perilaku konsumen dalam memilih layanan streaming berbayar. Semakin tinggi tingkat pemahaman konsumen terhadap perpajakan digital, semakin besar kemungkinan mereka tetap memilih layanan yang sah dan patuh terhadap regulasi pajak. Penelitian terhadap hubungan ini sangat relevan, terutama dalam konteks mahasiswa dan pengguna fintech sebagai kelompok yang aktif dalam ekosistem digital dan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pajak di masa mendatang.
2.1.7 [bookmark: _bookmark21]Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Layanan Streaming

Berbayar
Pemilihan layanan streaming berbayar oleh konsumen tidak terjadi secara acak, tetapi justru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, sejumlah faktor itu bisa dibagi menjadi 2 yaitu:
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a. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi, sikap, dan pengetahuan konsumen. Misalnya, seseorang yang memiliki preferensi terhadap konten hiburan tertentu, seperti film dokumenter atau musik eksklusif, akan lebih tertarik memilih layanan streaming yang menyediakan konten tersebut. Selain itu, tingkat literasi digital, termasuk pemahaman tentang biaya langganan dan aspek perpajakan, turut memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan.
b. Faktor eksternal mencakup harga, promosi, kualitas layanan, pengaruh sosial, serta regulasi pemerintah. Harga layanan streaming yang kompetitif dan disertai dengan promosi menarik, seperti potongan harga atau uji coba gratis, dapat meningkatkan minat konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah seperti penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap layanan streaming asing juga menjadi pertimbangan penting, terutama untuk pelanggan yang sensitif dengan berubahnya harga.
Kualitas pengalaman penggunaan seperti kemudahan navigasi aplikasi, kecepatan pemutaran, dan keberagaman konten juga menjadi penentu utama dalam proses seleksi layanan streaming. Konsumen akan cenderung memilih layanan yang tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk kenyamanan dan kepuasan penggunaan.
Dengan demikian, pemilihan layanan streaming berbayar oleh konsumen merupakan hasil dari interaksi antara faktor personal dan lingkungan. Pada penelitian ini, literasi pajak digital menjadi faktor penting yang diyakini dapat memengaruhi cara pelanggan menanggapi harga dan nilai suatu layanan digital. Hal
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ini memberikan dasar untuk menganalisis apakah literasi pajak digital memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan memilih layanan streaming berbayar.
2.1.8 [bookmark: _bookmark22]Literasi Pajak Digital dalam Konteks Layanan Streaming Berbayar
Literasi pajak digital mengacu pada pemahaman dan pengetahuan individu mengenai peraturan pajak yang diterapkan pada transaksi digital, termasuk layanan streaming berbayar. Mengingat pesatnya perkembangan dunia digital, khususnya dalam industri hiburan dan media, sangat penting bagi konsumen untuk memahami dampak pajak terhadap layanan yang mereka gunakan, seperti layanan streaming yang umumnya berasal dari penyedia luar negeri.
Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan pajak digital, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap layanan streaming dari luar negeri, dengan tujuan menciptakan kesetaraan pajak antara perusahaan digital internasional dan bisnis lokal. Kebijakan ini berpengaruh terhadap harga yang dibayar konsumen, yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan streaming.
Literasi pajak digital mencakup lebih dari sekadar pemahaman tarif pajak. Ini juga melibatkan pengetahuan tentang bagaimana pajak dikenakan pada biaya langganan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi total biaya yang harus dibayar oleh pengguna. Ketika tingkat literasi pajak digital lebih tinggi, konsumen lebih cenderung menentukan keputusan yang lebih informasional dalam pemilihan layanan yang selaras dengan preferensi serta kemampuan anggaran mereka, serta memahami alasan kenaikan harga yang mungkin terjadi karena adanya pajak.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana literasi pajak digital dapat memengaruhi keputusan pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa dan pengguna fintech, dalam memilih layanan streaming berbayar. Penelitian ini relevan mengingat adanya perubahan kebijakan perpajakan digital yang dapat memengaruhi perilaku konsumen terhadap produk dan layanan berbasis digital.
2.2 [bookmark: _bookmark23]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _bookmark24]Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti &
Tahun
	Judul
Penelitian
	Variabel
	Temuan Utama

	1
	Rahmawati (2021)
Penelitian tentang generasi milenial
	Pengaruh Literasi	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	Pajak Generasi
Milenial
	Literasi Pajak, Kepatuhan Pajak
	Literasi pajak dengan positif signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak muda.

	2
	Nugraheni &	Putri (2022)
Fokus pada pengguna
e-
commerce
	Literasi   Pajak
Digital	dan Kesadaran Pajak pada Pengguna E-commerce
	Literasi	Pajak Digital, Kesadaran Pajak
	Literasi	pajak	digital	memengaruhi kesadaran Pajak secara positif

	3
	Mulyani (2020)
Perilaku
pengguna
	Analisis Perilaku Konsumen dalam
Menggunakan
	Harga, Kualitas, Preferensi
Konsumen
	Faktor harga dan kenyamanan memengaruhi pilihan layanan streaming.
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	No
	Peneliti &
Tahun
	Judul
Penelitian
	Variabel
	Temuan Utama

	
	layanan digital
	Layanan
Streaming
Berbayar
	
	

	4
	Ananda & Lestari (2022)
Fokus pada konsumen digital
fintech
	Pengaruh Fintech terhadap Perilaku Konsumen Digital
	Penggunaan Fintech, Konsumsi Digital
	Penggunaan fintech mendorong konsumsi layanan digital, termasuk streaming.

	5
	Prasetyo (2023)
Studi literasi pada
mahasiswa akuntansi
	Literasi Pajak Digital di Kalangan Mahasiswa Akuntansi
	Tingkat Literasi Pajak Digital
	Mahasiswa akuntansi memiliki literasi lebih tinggi
dibandingkan jurusan lain.

	6
	Aulia & Kurniawan (2021)
Penelitian tentang faktor pemilihan layanan legal
	Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Layanan Streaming Legal
	Persepsi Harga, Legalitas, Akses
	Preferensi legalitas dan kemudahan akses mendorong pemilihan layanan resmi.

	7
	Hidayat (2020)
Analisis dampak edukasi pajak.
	Dampak Edukasi Pajak Terhadap Perilaku Pajak Digital
	Edukasi Pajak, Perilaku Pajak Digital
	Edukasi memiliki pengaruh kuat terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak digital.

	8
	Astuti & Fauzan (2022)
Pengaruh literasi digital
	Literasi Digital dan Penggunaan Aplikasi Streaming
	Literasi Digital, Penggunaan Aplikasi
	Literasi digital memengaruhi pilihan aplikasi legal dengan fitur pajak yang jelas.
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	No
	Peneliti &
Tahun
	Judul
Penelitian
	Variabel
	Temuan Utama

	
	terhadap aplikasi
streaming
	
	
	

	9
	Andini (2021)
Pengaruh literasi keuangan pada perilaku konsumen
fintech
	Literasi Keuangan dan Perilaku Konsumen Fintech
	Literasi Keuangan, Perilaku Fintech
	Literasi berpengaruh terhadap pilihan konsumsi digital yang lebih bijak.

	10
	Sari & Hamzah (2023)
Kajian kepatuhan konsumen atas pajak
digital
	Literasi Pajak dan Kepatuhan Konsumen atas Pajak Digital di Era Ekonomi Digital
	Literasi Pajak, Kepatuhan Konsumen
	Konsumen dengan literasi tinggi lebih cenderung menggunakan layanan berbayar legal.




2.3 [bookmark: _bookmark25]Kerangka Pemikiran
Kemajuan teknologi digital menyebabkan perubahan pada kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama dalam aspek hiburan dan layanan keuangan. Mahasiswa dan penggunaan fintech kini cenderung menggunakan layanan streaming berbayar seperti Netflix, Spotify, Disney+, Vidio dan YouTube Premium sebagai pilihan utama hiburan digital. Di sisi lain, pemerintah mulai menerapkan kebijakan perpajakan digital, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan streaming luar negeri, guna menciptakan keadilan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Meski demikian, tidak semua pengguna menyadari keberadaan pajak ini atau memahami implikasinya.
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Rendahnya tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan digital dapat memengaruhi persepsi dan keputusan konsumen dalam memilih layanan berbayar. Literasi pajak digital yang mencakup pengetahuan tentang kewajiban pajak, tarif yang berlaku, serta dampaknya terhadap harga layanan, menjadi aspek penting dalam membentuk keputusan konsumen secara rasional.
Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman pengguna mengenai perpajakan digital memengaruhi pilihan mereka terhadap layanan streaming berbayar, khususnya pada kelompok mahasiswa dan pengguna fintech yang merupakan konsumen digital aktif.
[bookmark: _bookmark26]Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Penggunaan Fintech (X2)

Pilihan Layanan Streaming
Berbayar (Y)

Literasi Pajak Digital (X1)


2.4 [bookmark: _bookmark27]Hipotesis
H1: Hipotesis ini berlandaskan pada Teori Perilaku Konsumen dan Teori Planned Behavior yang memaparkan bahwa keputusan individu terpengaruh dari pengetahuan, sikap, dan norma sosial. Dalam konteks ini, mahasiswa dengan tingkat pemahaman pajak digital yang baik cenderung memilih layanan streaming yang legal dan dikenakan pajak karena dianggap lebih sesuai dengan nilai kepatuhan hukum dan kontribusi kepada negara. Tingginya literasi pajak digital, maka akan besar pula kemungkinan mahasiswa memilih layanan streaming resmi.
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Hal tersebut selaras dengan hasil studi Prasetyo (2023) memperlihatkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki tingkat literasi pajak digital yang relatif tinggi, yang mendorong perilaku konsumtif yang patuh terhadap aturan perpajakan. Penelitian Rahmawati (2021) juga mengonfirmasi bahwa literasi pajak dengan positif memengaruhi kepatuhan pajak pada generasi muda.
H1 : Terdapat pengaruh positif antara literasi pajak digital terhadap pilihan layanan streaming berbayar di kalangan mahasiswa
H2 : Hipotesis ini merujuk pada konsep behavioral finance, yang menekankan bahwa pemahaman individu terhadap informasi finansial dan pajak memengaruhi perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan. Pengguna fintech yang memiliki literasi pajak digital tinggi akan lebih menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam transaksi digital, termasuk dalam memilih layanan streaming berbayar. Mereka cenderung memilih layanan resmi yang sesuai aturan pajak. Penelitian Nugraheni & Putri (2022) menemukan bahwa literasi pajak digital berdampak positif terhadap perilaku pengguna e-commerce, sedangkan Andini (2021) menyebut bahwa pemahaman keuangan mendorong perilaku konsumsi digital yang lebih bijak, khususnya pada pengguna fintech.
H2: Terdapat pengaruh positif antara literasi pajak digital terhadap pilihan layanan streaming berbayar di kalangan pengguna fintech.
H3: Hipotesis ini didasarkan pada pandangan bahwa karakteristik demografis dan perilaku konsumen yang berbeda dapat memoderasi pengaruh literasi pajak digital terhadap keputusan konsumsi. Mahasiswa cenderung lebih sensitif terhadap harga karena keterbatasan penghasilan, sementara pengguna fintech lebih akrab dengan
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sistem pembayaran digital dan informasi perpajakan. Oleh karena itu, tingkat literasi pajak digital kemungkinan berpengaruh secara berbeda pada dua kelompok ini dalam menentukan pilihan layanan streaming berbayar. Studi Prasetyo (2023) menemukan bahwa mahasiswa akuntansi menunjukkan literasi pajak yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari jurusan lain. Sementara itu, Ananda & Lestari (2022) menunjukkan bahwa pengguna fintech memiliki perilaku konsumsi digital yang lebih aktif dan sadar akan aspek legalitas dalam memilih layanan digital, termasuk streaming.
H3 : Terdapat perbedaan dalam pengaruh literasi pajak digital terhadap pilihan layanan streaming berbayar antara mahasiswa dan pengguna fintech.
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